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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Pengertian penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara,
perbuatan, menyelesaikan.'° Sedangkan pengertian sengketa menurut KBBI
adalah perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian;
perselisinan; perkara (dalam pengadilan).!! Sehinga pengertian
penyelesaian sengketa adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk
menyelesaikan  perselisinan, perbedaan  pendapat, pertengkaran,
perbantahan, perkara, ataupun pertikaian (dalam pengadilan).

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang
dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian
sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non
litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui
litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang
bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak

membuahkan hasil.*?

10 Hasil Pencarian Penyelesaian - KBBI Daring,” diambil  melalui
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian. diakses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 06.53
WIB.

1 1bid,
12 Ensiklopedia Dunia, https:/p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa,
diakses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 07.05 WIB
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Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian
sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:*®

a) Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan
pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan

b) Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk
mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih
harmonis

c) Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai
kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator

d) konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang
berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai
kesepakatan di antara para pihak.

e) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat
teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian
di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam
penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya
mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah
penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya,

mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Pasal 1 angka 10


https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Negosiasi
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mediasi
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Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa
penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase
yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di
dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa.*

Berdasarkan sifat sengketa, sengketa dibedakan menjadi 2 (dua)
macam, Yyaitu: Pertama, Sengketa tata usaha negara. Sengketa timbul
disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh
badan/pejabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diselesaikan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Sengketa perdata.
Sengketa timbul disebabkan oleh wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan
melanggar hukum. Sengketa perdata diselesaikan melalu gugatan ke

Pengadilan Negeri atau diselesaikan di luar pengadilan.®®

2. Pengertian Sengketa Dan Perselisihan
a. Pengertian Sengketa
Pengertian sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,

pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihnan pendapat dan

14 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Pasal 1 angka 1

15 Urip Santoso, Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, Perspektif, Vol.XXI, No.3, 2016, HIm. 193
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perkara di pengadilan.’® A. Mukti Arto memberikan pengertian
sengketa, yaitu suatu sengketa itu timbul biasanya karena adanya
permasalahan dalam masyarakat dan ada dua hal yang menimbulkan
masalah yaitu adanya perbedaan antara das sollen dan das sein dan
adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi,
keduanya merupakan masalah dan bila masalah itu disebabkan oleh
pihak lain, maka masalah tersebut menimbulkan sengketa. Sengketa ini
bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi
sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke
pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan.t’

Eddy Pranjoto memberikan pengertian sengketa yaitu suatu
sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling
berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua
sengketa itu harus diselesaikan melalui pengadilan.'®Sengketa adalah
perselisinan yang terjadi di antara para pihak yang berbeda
kepentingan, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan

atau di luar pengadilan.

16 pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 2007, him. 1037.

7 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan
Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, him. 28-32

18 Eddy Pranjoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh
Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, Utomo, Bandung, 2006, him. 101.
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b. Pengertian Perselisihan

Perselisihan/konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang
berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain
dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam
hubungan antar pribadi. Konflik atau perselisihan adalah salah satu
bentuk perilaku persaingan antar individu atau antara kelompok orang.
Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing
secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi
sumberdaya yang terbatas.

Konflik berasal dari kata kerja latin configere yang berarti saling
memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses
sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah
satu  pihak berusaha menyingkirkan = pihak lain  dengan
menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga
dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu
atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda.*®

Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang
diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi
dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Hubungan selain dapat
menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula

melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen

19 Mohamad Muspawi, Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi),
Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 16, No. 2, 2014, Him. 41
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organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak

bekerja sama satu sama lain.
B. Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Suami Dan Istri Berdasarkan Perkawinan Sah (No 1 Tahun
1974)

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan
adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata
nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral .2

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang
menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.?! Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu
saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

spiritual dan material”.

20 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. HIm. 8.
2 pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
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Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur

batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Berbagai hukum

perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah,

adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku
hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.

Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan
agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya
dilaksanakan menurut huskum adat yang serangkai upacaranya
dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.

Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku
Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI) S. 1933 nomor
74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi

Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia
keturunan Cina berlaku ketentuanketentuan dalam Kutab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan.
Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam

UU No. 1 Tahun 1974.
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Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.
2. Perkawinan Adat dan Hukum Kekerabatan
Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kekerabatan, urusan
keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam
hubungannya yang sangat berbeda-beda. Jadi perkawinan menurut hukum
adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum
adat. Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di
Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang
dianut masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila
telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan
itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum
menganut hukum agama yang diakui pemerintah.?
Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat
kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan

menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk

133

22 Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018, HIm,
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kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilainilai
adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh
karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia
yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi
masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang
lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.?
Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi-
pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk
masalah keluargakeluarga yang bersangkutan, mulai dari mencarikan
pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat-akibat dari perkawinan
tersebut.
Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:?*
a) Sistem Endogami
Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan
seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini
jarang terjadi di Indonesia. Menurut VVan Vollenhoven hanya ada
satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu
daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap
dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya

akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Agama, Bandung, 1990, HIm. 23

24 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992,
HIm.132
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di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami
sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada
di daerah itu, yaitu Parental.
Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain.
Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun
demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat
laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga
larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan
kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai
daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru
dan Seram.
Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas,
yang memiliki larangan-larangan dan keharusan- keharusan.
Eleutherogami tidak mengenal larangan- larangan dan keharusan-
keharusan tersebut. Larangan- larangan yang terdapat dalam sistem
ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan
yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut
nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung,
cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau

larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan) seperti kawin
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dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat di jumpai
hampir di seluruh masyarakat Indonesia.
Di Indonesia dapat di jumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara
lain:?®
a) Perkawinan jujur
Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak
laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang
dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda- benda yang memiliki
magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan
keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena
terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi
karena menikah tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada
masyarakat Patrineal. Ciri- ciri perkawinan jujur adalah patrilokal,
artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga
suami.
b) Perkawinan semendo
Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilokal
dan exogami. Matrilokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban
untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini

biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit

25 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas Hukum Adat, Bandung, 1989, HIm. 128
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mendapatkan jodoh atau karena laki- laki tidak mampu untuk
memberikan jujur.
c) Perkawinan bebas
Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas
dimana suami atau isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada
keinginan masing- masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat
endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga
kelompok kerabat sendiri.
Perkawinan Jujur Dan Akibat Hukumnya
Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan
pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada
perkawinan ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut
jujur, kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk
melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan klen
orang tuanya, untuk dimasukkan ke dalam clan pengantin laki-laki.?®
Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang
memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk
mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh
karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi

karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat

% Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, “Kedudukan Perkawinan Adat di dalam

Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1947”. (Artikel Tidak Di terbitkan),

him, 7.
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patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih- alih. Ciri-ciri umum
perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di
kediaman suami atau keluarga suami.

Bentuk perkawinan ini bertujuan untuk secara keonsekuen
melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Jujur yang diserahkan
oleh pihak laki-laki itu dapat berupa uang atau barang. Dalam kerangka
bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan,
sebagai berikut: (1) perkawinan ganti suami; (2) perkawinan ganti isteri; (3)
perkawinan mengabdi; dan (4) perkawinan ambil beri; dan (5) perkawinan
ambil anak.

Dalam ikatan perkawinan jujur ini kewajiban memikul tanggung
jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan isteri hanya
sebagai pendamping. Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan
pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur. Pada umumnya berlaku
dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis
keturunan bapak (lelaki).?’

Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga,
suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda
pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat

persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan

27 pPuji Wulandari, Hukum Adat, Diambil Melalui Https://Staffnew.Uny.Ac.ld/Upload
[132314547/ Pendidikan/Hukum+Adat+1.Pdf, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 12.57
wiB
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hukum suaminya. Pada umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku
adat pantang cerai, jadi senang dan susah selama hidupnya isteri berada
dibawah kekuasaan kerabat suami. Jika suami wafat isteri harus melakukan
perkawinan dengan saudara suami (levirat).

Akibat hukum dari perkawinan jujur pada masyarakat hukum adat
yang susunannya patrilinial dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk
perkawinan dengan pembayaran jujur dimana isteri kedudukannya tunduk
pada hukum kekerabatan suami maka pada umumnya semua harta
perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan
dibantu oleh isteri sebagai ibu keluarga/rumah tangga.

Selain itu, dalam masyarakat patrilinial dengan adanya perkawinan
jujur maka setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kediaman suami dan
tidak kembali lagi kepada orang tua dan kerabatnya, isteri akan hidup
selamanya di tempat kedudukannya sampai akhir hayatnya. Perkawinan
jujur juga berpotensi timbulkan kekerasan dalam rumah tangga, karena
dalam perkawinan jujur suami mempunyai dalih bahwa ia membeli isteri

dengan harga yang tinggi jadi berhak melakukan apapun terhadap isterinya.

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga
1 Kekerasan Fisik Suami ke Istri Dalam Peraturan Perundang-
Undangan
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga
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Definisi KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 pasal 1 ayat (1) yaitu “’setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran
rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga”.?®

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut
pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup
kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-
laki sebagai korban.

Berdasarkan pasal 6 UU KDRT Kekerasan fisik adalah
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Jenis kekerasan fisik yang sebenarnya paling mudah dirasakan, karena
kegiatan ini dapat dirasakan oleh dan oleh orang yang bersangkutan,
dan dapat dievaluasi oleh siapa saja. Mereka yang termasuk dalam
kategori ini adalah: menampar, menendang, memukul atau meninju,
mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan perilaku serupa
lainnya. Kekerasan semacam ini biasanya hanya tampak pada tubuh
korban, seperti memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan manifestasi

lain yang lebih parah.

28 |bnu Amin, dkk, Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Al-
Qisthu: Jurnal Kajian limu-l1Imu Hukum, Vol. 20, No.1, 2022, HIm. 101
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Sanksi atas tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga
berdasarkan pasal 44 adalah “Setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah)”. Tindak pidana kekerasan fisik berdasarkan pasal 51
merupakan delik aduan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-
Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan
fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah
tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a) Kekerasan Fisik
Definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 UndangUndang
PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”?°
b) Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang
atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang,

baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk

29 pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
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merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.
Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian
kekerasan psikis, sebagai berikut:
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis
berat pada seseorang”.*
c) Kekerasan Seksual
Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢
meliputi:3!
(1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
(2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan

komersial dan/atau tujuan tertentu.

d) Penelantaran Rumah Tangga

30 pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

31 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
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Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang
PKDRT adalah;

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang
tersebut.®

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang
marak terjadi dan bahkan presentasenya dari tahun ke tahun cenderung
mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat
dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan

dengan kekerasan.”

32 pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
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Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak
dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk
perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau
tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang
dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana
terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun
non fisik.3

Berdasarkan pasal 156 kekerasan adalah Kekerasan adalah
setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang
menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan
penderitaan  fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas
kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 157 Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa
ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau
nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau
khawatir akan dilakukannya Kekerasan.

Selain itu juga diatur dalam pasal 170 KUHP dan pasal Pasal
170 KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023 mengenai kekerasan: Apabila

tindakan main hakim sendiri dilakukan di muka umum dan melibatkan

33 pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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penggunaan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap
orang atau barang, pelaku dapat dikenakan Pasal 170 KUHP atau Pasal
262 UU 1/2023. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok dengan

maksud mengganggu ketertiban umum.



